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words: menunfukkan bahwa SID berkontribusi signifikan dalam meningka transparansi,
irst keyword pelayanan publik dan ¢fisiensi administrasi desa. Namun, masih 1Fdapat beberapa
Second keyword kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami
Third keyword teknologi, serta belum optimalnya penysusunan standar operasiof prosedur (SOP).
Fourth keyword Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori Erward yang mencakup
Fifth keyword indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Novelty: Temuan
penelitian  menunjukkan meskipun infrastrutur dan komitmen pelaksana sudah
mendukung, pelatihan, penyusunan SOP serta upaya peningkatan  kepercayaan
masyarakat  terhadap SID masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan

pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah daerah agar penerapan
SID semakin aptimal dalam tata kelola desa.

INTRODUCTION
Sebagai entitas yang memiliki otonomi, desa dapat mengatur sendiri urusan
merintahan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan layanan
publik di wilayah administratifnya. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan barang
dan jasa publik serta pelayanan administratf[1]. Pelayanan lik berbentuk barang
mencakup penyediaan sarana dan prasarana desa, misalnya pembangunan jalan dan
jambatan. Adapun pelayanan publik berbasis jasa meliputi berbagai program
pemerintah desa, seperti pendampingan bagi UMKM serta penyediaan layanan
kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Sementaitu, pelayanan administratif
merupakan bentuk layanan wajib yang diselenggarakan pemerintah desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuang melindungi individu,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sebagai penyelenggara layanan,
pemerintah desa harus mempersiapkan berbagai aspek untuk memberikan pelayanan
terbaik kepa masyarakat, yang meliputi penyediaan fasilitas pelayanan publik,
penempatan M vyang kompeten, serta penyusunan dan penetapan standar

pelayanar#_

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah saat ini
memberikan perhatian khusus terhadap pembangun pedesaan  dengan
mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari APBN, sehingga pemerintah mewajibkan
setiap desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID)[3]. SID adalah sebuah
platform yang digunakan untuk mengelola berbagai data yang ada di desa[4]. SID
memuat informasi terkait data penduduk, layanan publik, produk hukum dan informasi
tentang kegiatan dan program desa yang dikelola oleh pemerintah desa(5]. Penerapan




Estem Informasi Desa (SID) meningkatkan efisiensi administrasi desa melalui integrasi
data penduduk, keuangan dan pelayanan secara elektronik. Hal ini meminimalkan
proses manual yang lambat dan rawan kesalahan, sehingga pengolahan data menjadi
lebih cepat, akurat, dan efisien dalam penggunaan sumber daya[6]

Pembuatan website desa (SID) menjadi langkah awal dalam mengembangkan e-
government, dengan tujuan memberikapsakses informasi dan layanan kantor pemerintah
desa kepada masyarakat. Penerapan sistem e-government di Indonesia diatur dalam
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 megenai Kebijakan dan
Strategi Nasional dalam Pengembangan E-Government. Impres tersebut menetapkan
bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah wajib
merancang, mengembangkan dan menerapkan konsep e-government di masipggmasing
instansi, terutama dalam hal penyediaan informasi kepada publik[7]. Melalui Peraturan
Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE), Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penerapan tata kel
pemerintahan desa yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. E-
government adalah sistem yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai instansi
pemerintah serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang
dibutuhkan. Kehadiran e-government diharapkan dapat semakin memperkuat organisasi
dan manajemera)emerintahan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi[8].

Perkemb n era demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat,
sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahgn 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Pada awal pelaksanaannya, E;dang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk membangun tata pemerintahan yang
baik, juga dikergl sebagai good governance[9]. Penerapan prinsip good governance yang
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diwujudkan dalam pelayanan
publik hususnya di bidang administrasi, yang menunjukkan perkembangan era
globalisasi dan digitalisasi melalui penerapan teknologi canggih dalam tata kelola
pemerintahan. Sejak tahun 2010, setiap instansi pemerintahan dan organisasi publik
diwajibkan menyediakan situs web resmi sebagai bentuk implementasi goed governance.
Keterbukaan inforgiasi publik semakin digalakkan setiap tahun seiring dengan
perkembangannya. Hal utama untuk mewujudkan neggga yang terbuka adalah dengan
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Semakin
terbuka sebuah badan publik, rxgka badan publik tersebut akan dinilai semakin
baik pertanggungjawabannya[10]. Banyak lembaga pemerintah di tingkat pusat yang
memiliki website resmi dengan domain. go.id. Keterbukaan informasi publik tidak
hanya diterapkan dipemerintahan pusat, tetapi juga diterapkan pada lingkup daerah,
baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Implementasi keterbukaan informasi
publik meluas hingga ke unit pemerintahan terendah yaknigglesa, dengan tujuan
memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-
Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, penerapan keterbukaan informasi publik mulai
dilaksanakan pada level desa sejak tahun 2014.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) menjadigdangkah
penting dalam mendukung terwujudnya smart cify. Melalui penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK), proses pelayanan publik dapat diselenggarakan secara
lebih efisien, tepat sasaran, serta transparan. Konsep smart city ini bertujuan menciptakan
interaksi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi dan




kebutuhan warga dapat terpenuhi melalui gaelayanan yang efisien, adaptif dan saling
terhubung[11]. Dalam rangka mewujudkan smart city, Kabupaten Sidoarjo menetapkan
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola teknologi informasi
dan komunikasi seagai bagian dari implementasi e-government. Desa Kendalpecabean,
Kecamatan Candi merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sidoarjo yang telah
menerapkan Peraturan Bupati tersebut dengan mengembangkan Sistem Informasi Desa
(SID). Sistem ini dapat diakses melalui www.kendalpecabean.com untuk mempermudah
pelayanan dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien.

LRS- We i@

P™] § Veebsite s Desa Kemdipecsbean

Sumber: www.kendalpecabean.com, 2025

Berdasarkan Gambar 1, halaman utama website &sa Kendalpecabean, Kecamatan
Candi, menampilkan Sistem Informasi Desa (SID) yang dirancang untuk mendukung
praktik t. kelola pemerintahan yang baik. Sistem ini memanfaatkan teknologi
informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya SID di
Desa Kendalpecabean, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses
informasi desa melalui website resmi, yang mencakup data kependudukan, kondisi
sosial, aktivitas desa hingga informasi keuangan yang selalu terbarui. Sistem informasi
desa memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah hasil pengolahan data secara
statistik yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan dan
menyempurnakan kebijakan, strategi serta program bagi penyelenggara dan pelaksana
pemerintah desa. Selain itu, sistem ini juga mendukung peningkatan kualitas sumber
daya pelaksana kebijakan serta mendukung pembangunan di wilayah pedesaan.
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Gambar 2. Data Statistik Pengunjung Website SID Desa Kendalpecabean Tahun 2022-
2024
Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025




gerdasarkan data grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Desa
Kendalpecabean memiliki Sistem Informasi Desa (SID) yang sudah dikunjungi 63.607
kali. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, Sistem Informasi
Desa mencatat 47.236 pengunjung. Angka tersebut juga jauh melampauhi jumlah
pengunjung pada tahun 2022 yang relatif rendah, yaitu 2.674 pengunjung. Terlihat secara
jelas bahwa Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean memegang peran
penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan jumlah pengunjung
mencerminkan bahwa SID berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan
keterbukaan informasi publik di desa.
Desa Kendalpecabean, yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dipilih
sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena alasan tertentu. Pelaksanaan Sistem
Informasi Desa tidak terlepas dari hambatan yang dihadapg oleh pemerintah desa dan
masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, baik
dari sisi pengelola maupun penerima informasi. Hasil observasi di lapangan mengenai
penerapan SID di Desa Kendalpecabean menunjukkan adanya beberapa kendala yang
dihadapi oleh pemerintah desa. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tidak semua
aparatur desa menguasai @nologi informasi dengan baik, sehingga mengalami
kesulitan dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID). Permasalahan kedua yang
dihadapi adalah ketidakpercayaan warga dalam memberikan data pribadi mereka
kepada pemerintah desa. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa data tersebut
dapat disalahgunakan, seperti digunakan untuk mergaﬂarkan pinjaman online tanpa
sepengetahuan mereka. Jika kendala-kendala tersebut tidak segera diatasi, maka potensi
besar yang ditawarkan oleh transformasi digital dalam pemerintahan desa akan sulit
untuk diwujudkan[12].
Permasalahan yang muncul di Pemerintah Desa Kepgalpecabean sejalan dengan
beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Implementasi Siste ormasi
Desa (SID) Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Pertama, penelitian
yang dilakukan oleh Titis Ayu Angganten pada tahun 2024 yang berjudul “Penerapan E-
Government Guna Mendukungsdransparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa
Tapak Kabupaten Magetan”. énelitian tersebut mepggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Desa
?D) di Desa Tapak, yaitu sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai, terlihat
ari riwayat pendidikan serta rata-rata usia perangkat desa yang sudah lanjut. Kondisi
seperti ini dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan situs web resmi dan
kelancaran penyebaran informasi secara daring. Namun, dengan perekrutan perangkat
baru, kini muncul harapan baru untuk menghadirkan pembaruan dalam pengelolaan
digital desa[13].
Kedua, pad hun 2024 Muhammad Hamdi Mutazir, Toto Kushartono dan Bayu
Septiansyah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Desa
(SID) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu
Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang”. Dalam implementasi SID di Desa
Warung Bumbu hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi terkait SID oleh
pemerintah Desa Warung Bumbu, serta ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada
masyarakat. Selain itu, tidak semua petugas memiliki pemahaman yang memadai
tentang SID akibat keterbatasan usia dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini




menyebabkan kesulitan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan
sistem[14].
Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arief Setyawan, Achluddin Ibnu Rochim
dan Bambang Kusbandrijo pada tahun 2022 yang berjudul “Penggunaan Sistem
Informasi Desa Dalam Pelayanan lik di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten
Lumajang wvinsi Jawa Timur”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dalam pelayanan publik di Pemerintah Desa
Wonokerto, Kecamatan Tekung masih belum optimal karena pelaksanaannya belum
efektif. Penggunaan SID dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang meliputi
keterbatasan keahlian ataggppemahaman teknologi akibat kurangnya pelatihan yang
tersedia, serta minimnya sumber daya manusia di Kantor Desa Wonokerto dalam
gngoperasikan SID[15].

rdasarkan uraian latar belakapgy tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian
mendalam mengenai penerapan E;tem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean,
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pegpglitian ini adalah untuk
mengidentifikasi berbagai persalahan yang muncul dalam implementasi Sistem
Informasi Desa (SID). Landasan teori yang digunakan adalah teori implementasi Edward
III, yang terdiri atas indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur

birokrasi.

RESEARCH HOD
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi
penelitian berada di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo,
dengan pertgabangan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan Sistem Informasi
Desa (SID). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di lapangan serta
melakukangwawancara dengan perangkat desa setempat. Jenis data yang digunakan
terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan
langsung serta wawancara, sementara data sekunder bersumber dari dokumentasi dan
kajian literatur yang relevan..
Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposiv pling dengan melibatkan
kepala desa dan perangkat desa sebagai informan utama. Data yang diperoleh dianalisis
nggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan inti. Pertama,
pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara selama
proses penelitian berlangsung. Kedua, reduksi data dilakukan untuk merangkum,
memfokuskan serta mentransformasikan data yang telah dikumpulkan, dimulai sejak
peneliti menentukan fokus wilayah penelitian. Ketiga, penyajian data dilakukan secara
sistematis dan logis agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Keempat,
penarikan  kesimpulan dilakukan dengan mencatat, menguraikan, serta
mengelompokkan data berdasarkan berbagai proporsi sehingga dapat menghasilkan
kesimpulan dari temuan penelitian. Penelitian ini berfokus padagpenerapan Sistem
Informasi Desa (SID) dengan menggunakan kerangka teori Edward III, yang
menekankan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi.

RESULTS AND DISCUSSION
Saat ini, Pemerintah Desa Kendalpecabean tengah menerapkan Sistem Informasi Desa,
yaitu penerapan teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk mengatur dan




mengelola data serta aktivitas administrasi di kantor desa. Peran penting sistem ini

terlihat dalam mendukung aktivitas pemerintahan desa, seperti pengelolaan aset,

pengelolaan keuangan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Keunggulan utama dari

sistem ini adalah mendorong terciptanya kinerja yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel di kantor desa. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kemudahan dalam

memperoleh informasi mengenai desa mereka. Berdasarkan isinya, Sistem Informasi

Degan(SID) mencakup beberapa fitur berikut :

1. Profil Desa (sejarah desa, profil wilayah desa, profil masyarakat desa dan profil
potensi desa)

2. ta Desa (data wilayah administratif, data pendidikan dan data pekerjaan).

3. Layanan administrasi desa dan informasi terkai dengan pemerintahan,
pembangunan desa, serta pengembangan kawasan perdesaan.

SISTEM INFORMAS) BES A KENDALPECABEAN
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Gambar 3. Menu Layanan pada Website Sistem Informasi Desa Kendal pecabean
Sumber: www.kendalpecabean.com, 2025

Dalam rangka memahami nerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa
Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo terdapat sejumlah aspek yang
perlu diperhatikan berdasarkan teori Implementasi. Dalam kajian ini, penulis mengacu
pada teori Erward 11, yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator utama dalam
proses implementasi. Keempat indikator tersebut, sebagai berikut :
1. Komunikasi, dengan indikator :

a. Tranmisi (penyaluran informasi)

b. Kejelasan Penyampaian Informasi

c. Konsistensi
? Sumber Daya, dengan indikator :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

b. Sumber Daya Non-Manusia
3. Sikap Pelaksana, dengan indilator :

a. Karakteristik Pelaksana (sikap pelaksana kebijakan)
4. Struktur Birokrasi, dengan indikator :

a. SOP (mekanisme kerja)

b. Fragmentasi (penyebaran tanggung jawab)
Komunikasi
Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berkaitan
dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan, serta bagaimana mereka menanggapi kebijakan tersebut. Disamping itu,
komunikasi antar lembaga juga memainkan peran penting dalam proses penyebaran
mapun perubahan terkait kebijakan publik. Dalam pelaksanaan kebijakan, aspek penting




dalam komunikasi yang harus diperhatikan adalah cara penyampaian serta kejelasan isi
pesan. Menurut George C. Erward III sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyadi
(2018:68), keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tergantung pada
pemahaman pelaksana terhadap apa yang harus mereka lakukan.
Komunikasi vang efektif sangat penting dalam menunjang keberhasilan penarapan
Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean. Melalui komunikasi yang jelas,
para pelaksana dapat memahami kebijakan serta peraturan yang berlaku secara akurat.
Dengan demikian, kebijakan dan aturan teknis terkait Sistem Informasi Desa (SID)
diharapkan dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan tujuan awal
perencanannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang akan dterapkan perlu
disampaikan secara efektif dan jelas, sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten dan
selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.
1. Tranmisi

Peran penting dalam pelaksanaan kebijakan terletak pada bagaimana informasi
disampaikan oleh pihak pelaksana. Pada penerapan SID di Desa Kendalpecabean,
kelompok masyarakat menjadi target utama dari penyampaian informasi tersebut..
Komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh
Mochamad Junaidi selaku Operator SID pada tanggal 11 April 2025 sebagaimana berikut:

“Pada saat itu, setelah masa jabatan Kepala Desa Kendalpecabean

berakhir, akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa. Dalam proses

tersebut saya diminta untuk melakukan pemutakhiran data, dalam

momen tersebu t sekaligus saya manfaatkan untuk mensosialisasikan

pentingnya data dalam Sistem Infgmgasi Desa kepada masyarakat”.
Penyaluran informasi yang baik dan tepat sangat penting untuk memastikan bahwa para
pelaksana atau implementator memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebijakan
yang akan dijalankan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berlangsung secara
optimal. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dari para implementator terhadap
kebijakan yang akan diterapkan dapat menghambat keberhasilan pelaksana kebijakan
tersebut, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program
serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Gambar 4. Dokumentasi Sosialisasi SID Kepada Masyarakat
Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025
2. Kejelasan
Pemahaman yang jelas dari para pelaksana mengenai isi suatu kebijakan memegang
peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks
Implementasi Sistem Informasi Desa (SID), sangat penting bagi para pelaksana untuk




memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan berbagai fitur yang
tersedia dalam Sistem Informasi Desa (SID) berbasis web. Jika pelaksana kurang
memahami fitur-fitur tersebut, hal ini bisa menjadi kendala bahkan memperlambat proses
implementasi kebijakan serta pelayanan masyarakat.

Tabel 1. Pemahaman Perangkat Desa terkait SID

Indikator Jumlah Pelaksana (Operator
SID)
Memahami 1
Belum Memahami 2

Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, tampak bahwa para pelaksana kebijakan belum
sepenuhnya memahami Sistem Informasi Desa (SID). Kondisi ini mengindikasikan
bahwa mereka belum memiliki kesiapan dan informasi yang memadai mengenai
mekanisme implementasi SID. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak penanggung
jawab untuk menyampaikan informasi kebijakan secara jelas agar pemahaman para
pelaksana terhadap kebijakan tersebut dapat meningkat. Selain itu, pelatihan atau
bimbingan teknis juga perlu diberikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka
dapat menguasai aplikasi yang digunakan dalam penerapan Sistem Informasi Desa
(SID).
3. Konsistensi
Keberhasilan suatu kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam
penerapan aturan. Ketika aturan diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah,
para pelaksana kebijakan di lapangan akan lebih mudah memahami dan
menjalankannya. Oleh karen itu, kerja sama antara pemerintah dan para pelaku
kebijakan sangat diperlukan untuk menetapkan aturan yang tegas dan mudah dipahami
untuk memastikan implementasi berjalan efektif serta meminimalisir kesalahan dalam
pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan dari Operator SID, bahwasannya pelatihan
terkait Website Sistem Informasi Desa dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ataupun
Diskominfo belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disampaikan oleh Mochamad Junaidi
selaku Operator SID pada tanggal 11 April 2025, sebagaimana berikut:
“Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada

operator Sistem Informasi Desa (SID) belum dilaksanakan secara optimal.

Pada tahap awal, kegiatan tersebut hanya berupa sosialisasi atau

himbauan, tanpa disertai dengan praktik penggunaan langsung. Oleh

karena itu, operator SID di Desa Kendalpecabean terpaksa belajar secara

mandiri melalui YouTube dan bantuan dari pengkat desa lainnya”.

Gambar 5. Dokumentasi Pelatihan STD




Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

Konsistensi dalam penerapan aturan merupakan faktor penting bagi keberhasilan
implementasi suatu kebijakan. Maka, penting bagi para pembuat dan pelaksana
kebijakan untuk bekerja sama dalam merumuskan aturan yang jelas dan selaras dalam
menjalankan program. Dalam pelaksanaannya, program SID perlu didukung dengan
kegiatan sosialisasi dan penyampain informasi yang terstruktur serta pelatihan secara
rutin, agar para pelaksana memiliki pemahaman yang tepat mengenai prosedur dan
ketentuan penggunaan website SID.

Berdasarkan hasil ervasi di lapangan, ditemukan sejumlah temuan pada dimensi
komunikasi terkait Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean,
seperti pada indikator tranmisi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan pada indikator
kejelasan dijumpai bahwa tidak semua para pelaksana kebijakan memahami terkait fitur-
fitur yang ada didalam SID. Selanjutnya, pada indikator konsistensi juga belum
maksimal karena kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) oleh Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo maupun Diskominfo Sidoarjo.

Sumber Daya
Sumber daya merupakan elemen penting untuk mendukung operasional suatu
organisasi. Ketersediaan sumber daya serta penempatannya dalam pelaksanaan
kebijakan memiliki peran yang sangat penting, sebab kekurangan atau tidak optimalnya
sumber daya bisa mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut
George C. Erward III yang dikutip gpleh Deddy Mulyadi (2018:68), meskipun suatu
kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya tetap tidak
akan berjalan secara efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan.
Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya untuk menjamin tersedianya sumber daya
manusia, alokasi anggaran, fasilitas fisik, informasi atau data yang akurat, serta jaringan
yang adai dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dengan melihat pada beberapa
elemen berikut:
1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dimaknai sebagai kapasitas dan kualitas individu yang
menjalankan tugas dalam implementasi kebijakan publik di Desa Kendalpecabean.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada adanya staf yang
berkompeten. Jika para pelaksana kebijakan tidak berkompeten atau jumlahnya tidak
mencukupi, maka efektivitas implementasi kebijakan bisa terhambat. Hasil wawancara
yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025, Mochamad Junaidi selaku Operator SID
mengungkapkan:

“operator SID di Desa Kendalpecabean fterdiri dari dua orang, namun

hanya satu yang sepenuhnya memahami pengelolaan dan perawatan SID,

selain itu jugn bertugas sebagai admin utama SID didesa ini. Satu operator

lainnya lebil fokus pada penginputan data karena pemahaman mereka yang

terbatas”.
Staf yang terampil dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai Sistem Informasi
Desa (SID) akan sangat berkontribusi dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan
kebijakan di desa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan
pelatihan kepada staf agar mereka dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan




yang dibutuhkan untuk malaksanakan tugas mereka dengan optimal, sehingga
kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Tabel 2. Daftar Pengelola Website Sistem Informasi Desa

Nama Jabatan Keterangan
Mochamad Junaidi Kaur Perencanaan Admin Utama SID
Khusen Kasi Pemerintahan User/Pengguna SID

Sumber : Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

Merujuk pada data yang disajikan dalam tabel 3, dapat dilihat bahwa pengelola website
Sistem Informasi Desa (SID) dilakukan oleh dua orang perangkat desa yang dalam tugas,
pokok dan fungsinya tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan
dan umum. Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh, Mochamad Junaidi yang
menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan bertindak sebagai admin utama Sistem
Informasi Desa (SID), dinilai memiliki kompeten dalam pengelolaan dan perawatan SID.
Adapun Khusen yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan berperan sebagai user atau
pengguna Sistem Informasi Desa (SID) yang turut membantu dalam proses penginputan

dat?

Sumber Daya Non-Manusia

Selain sumber daya manusia, Pemerintah Desa Kendalpecabean juga menganggarkan
dana setiap tahunnya untuk pengelolaan website Sistem Informasi Desa (SID), yang
mencakup pemeliharaan dan perpanjangan layanan hosting dan domain yang berkaitan
dengan website SID milik desa. Namun demikian, anggaran tersebut tidak mencakup
pemberian honor bagi penglola website.

Tabel 3. Anggaran Website SID Desa Kendalpecabean

Tahun | Anggaran I Sumber Dana
2024 Rp. 2.000.000,- Dana Desa
2023 Rp. 3.293.962,- Dana Desa
2022 Rp. 3.000.000,- Dana Desa

Sumber: Kaur Keuangan Desa Kendalpecabean, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan website Sistem
Informasi Desa (SID) Desa Kendalpecabean telah mendapatkan alokasi anggaran yang
sesuai dengan kenutuhan, seperti untuk biaya memperpanjang hosting atau domain.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Kendalpecabean, Mochamad
Junaidi, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025:

“Pengelolaan SID di Desa Kendalpecabean saat ini hanya sebatas pada

pemeliharaan, seperti pembaruhan hosting yang dianggrakan setiap

tahunnya. Insentif tambahan bagi operator SID tidak diperbolehkan karena

sudah termasuk dalam tupoksi perangkat desa. Ke depan, direncanakan

penganggaran untuk Ketua RT yang telah membantu dalam updating data,

dengan catatan melalui musyawarah dan ketersediaan anggaran”.
Selain sumber daya manusia dan anggaran, fasilitas pendukung seperti sarana dan
prasarana juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan SID di Desa Kendalpecabean.
Sebagai admin SID, kebutuhan fasilitas yang meliputi jaringan internet dan komputer




sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Fasilitas yang
lengkap dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efisiensi serta
evektifitas pekerjaan. Pernyataan ini didukung oleh Moch. Junaidi Junaidi, selaku admin
utama SID, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025:

“Pada saat itu, komputer dan printer yang rusak dianggarkan untuk

mendukug program SID. Seiring peningkatan ke sistemn onlie, dibutuhkan

server dan hosting, sehingga bendahara desa mengalokasikan anggaran dan

meminta persetujuan Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kalau internet

sudah tersedia sejak lama, namun baru-baru ini kecepatannya ditingkatkan

lagi”
Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa dime -20 sumber daya telah terpenuhi
dengan optimal. Hal ini tercermin dari tersedianya ber daya manusia, alokasi

anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Sistem Informasi
Desa (SID) di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Disposisi

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas
pelaksanaan kebijakan. Sifat-sifat penting yang sebaiknya dimiliki oleh implementor
antara lain kejujuran serta komitmen yang kuat. Pernyataan tersebut sejalan dengan
pendapat George C. Erward III y dikutip dalam karya Deddy Mulyadi (2018:68),
bahwa disposisi merujuk pada sifat atau karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan
seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokratis.
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Gambar 6. Halaman Menu Artikel Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kendalpecabean
Sumber: www.kendalpecabean.com, 2025

Berdasarkan gambar diatas, dalam pelaksanaan SID di Desa Kendalpecabean, operator
SID menunjukkan komitmen tinggi terhadap kejujuran. Hal ini terlihat dari sikap
operator yang juga berperan sebagai penyusun berita, yang selalu menyampaikan
informasi atau laporan berdasarkan fakta yang sebenarnya tanpa melakukan manipulasi
data. Sementara itu, tingginya komitmen dari para pelak?'na kebijakan akan mendorong
mereka untuk menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April
2025, Mochamad Junaidi selaku operator SID mengungkapkan:

“Komitmen awal perangkat desa (operator SID) untuk menjaga data agar

tidak hilang dan dapat berkelanjutan sesuai fungsinya. Biasanya ferkaif




updating data dilakukan pada hari Minggu atau waktu senggang, berupa
pengecekan data dan penginputan kegiatan yang sudah dilalukan oleh
desa yang kemudian diunggah sebagai artikel berita”.
Dari pernyataan tersebut dapat terlihat adanya kesediaan dan komitmen dari
parapelaksana kebijakan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean untuk
meluangkan waktu diluar jam kerja guna melakukan pembaruan data pada situs web
SID. Selain itu Mochamad Junaidi selaku perangkat desa juga menambahkan:
“Sosialisasi dilakukan dalam setiap rapat serta melalui grub Whatsapp
lembaga. Selain itu, seluruh lembaga desa juga diajak untuk berkolaborasi
dalam upaya membangun desa agar lebih maju, khususnya melalui
perangkat pendukung yang berkaitan dengan SID”.
Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari perangkat desa untuk menjaga
keberlangsungan Sistem Informasi Desa (SID), dengan mengajak seluruh pihak terkait
untuk berkolaborasi secara aktif. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dimensi
disposisi telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin th sikap jujur yang
ditunjukkan oleh Operator SID dalam menyampaikan informasi sesuai dengan kondisi
nyata di lapangan. Selain itu, juga terlihat adanya komitmen yang kuat dari perangkat
sa untuk terus menjaga keberlangsungan Sistem Informasi Desa (SID).
uktur Birokrasi
Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan Sistem
Informasi Desa (SID) adalah struktur birokrasi. Struktur ini merujuk pada pola
hubungan dan koordinasi antara lembaga pelaksana (instansi) dengan pihak yang
menjalankan kebijgkan. Berdarkan teori Erward I1I (dalam Leo Agustino, 2016), terdapat
dua karakteristik yang dapat memperkuat kinerja struktur birokrasi atau organisasi,
yaitu adanya Standar Operasional (SOP) dan tingkat fragmentasi.
1. Standar Operasional (SOP)
Dalam pelaksanaan kebijakan, diperlukan struktur yang jelas karena struktur turut
berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kejelasan
standar operasional prososedur juga akan mempermudah para pelaksana dalam
menjalankan kebijakan tersebut. Struktur yang baik dan jelas adalah struktur yang
memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut George C. Erward III dalam
Mulyadi (2018:68), struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mgaelaksanakan
kebijakan memilki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan rmplementasi
kebijakan tersebut. Salah satu aspek yang penting dalam setiap organisasi adalah
keberadaan SOP, karena memberilgn kejelasan mengenai tahapan atau alur dalam
menjalankan kebijakan, khususnya terkait pengelolaan website Sistem Informasi Desa
(SID) di Desa Kendalpecabean agar prosesnya berjalan secara optimal. Pada wawancara
pada tanggal 11 April 2024, Operator SID Moch. Junaidi menyampaikan:
“SOP di Desa Kendalpecabean saat ini masih terbatas pada kegiatan
penginputan dan pelaporan data, serta hanya diberlakukan untuk admin
utama SID. Belum ada SOP yang baku yang dirancang khusus untuk
pelayanan masyarakat terkait SID, sehingga hal tersebut masih menjadi
tanggung jawab yang perlu diselesatkan ke depannya”.
Berdarakan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang terkait dengan SID di Desa Kendalpecabean belum berjalan secara
optimal. Hal ini disebabkan karena SOP yang ada saat ini hanya ditujukan bagi para




pelaksana kebijakan, sementara SOP yang mengatur pelayanan kepada

belum terealisasi.
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Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

2. Fragmentasi

masyarakat

Melakukan fragmentasi akan memastikan bahwa setiap aktivitas, program atau kegiatan
dikelola oleh unit kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian,
pelaksanaan akan menjadi lebih optimal karena ditangani oleh pelaksana kebijakan yang
memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai. Struktur birokrasi yang
terfragmentasi mendukung efektivitas implementasi kebijakan karena dijalankan oleh
pihak-pihak yang berkompeten dan mampu. Hasil wawancara dengan Operator SID,
Mochamad Junaidi pada tanggal 11 April 2025 sebagai berikut:
“Pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan potensi keahlian
yang dimiliki. Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Kaur
Perencanaan sebagai admin utama, sedangkan operator lainnya
hanya sebagai pengguna atau user”.
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Bagan 1. Tupoksi Pengelola SID Desa Kendalpecabean
Sumber Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

Berdasarkangpemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa pembagian tugas dalam
pengelolaan g:;tem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean telah berjalan secara
optimal. Hal ini ditunjukkan dengan penyesuain tugas yang telah dilakukan sesuai
dengan kompetensi masing-masing perangkat desa. Meskipun dalam tugas, pokok dan
fungsi (tupoksi), Kaur Perencanaan tidak bertanggung jawab atas pelayanan umum,
tetapi tugasnya tetap mendukung kelancaran pengelolaan SID.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai dimensi Stggktur Birokrasi
menghasilkan temuan pada indikator Standar Operasional (SOP) um dilakukan
secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SOP yang hanya berlaku untuk para
pelaksana kebijakan, sementara itu belum ada SOP untuk pelayanan kepada masyarakat
terkait SID. Sedangkan pada indikator fragmeggtasi sudah berjalan secara maksimal
karena pembagian tugas terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa
Kendalpecabean sudah sesuai dengan bidang keahliannya.

CONCLUSI

Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean pada indikator
komunikasi menunjukkan upaya yang cukup baik dalam melakukan tranmisi informasi
melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam
hal kejelasan penyampaian, dimana belum semua pelaksana kebijakan memahami fitur-
fitur yang tersedia dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu kegiatan pelatihan belum
sepenuhnya konsisten, yangé)erakibat pada belum optimalnya proses implemetasi.
Selanjutnya untuk indikator sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia (SDM)
yang memahami teknis SID masih terbatas, namun telah didukung dengan alokasi
anggaran dan fasilitas tekonologi seperti komputer dan jaringan yang memadai,
meskipun belum disertai dengan insentif khusus bagi pengelola. Pada indikator
disposisi, terlihat adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana, khususnya operator
SID. Dalam menjalankan tugasnya mereka jujur dan bertanggung jawab, bahkan diluar
jam kerja sebagai bentuk dedikasi terhadap keberlangsungan SID. Terakhir, dari
indikator struktur birokrasi, masih ditemukan hambatan yang berkaitan dengan belum
adanya SOP yang baku untuk pelayanan kepada masyarakat terkait SID. Namun pada
aspek fragmentasi, sistem pelaksanaan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan
pembagian tugas berdasarkan kompetensi masing-masing perangkat desa. Temuan ini
menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola teknologi
informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan




akuntabel. Implementasi SID bukan hanya sekadar penyediaan media informasi, tetapi
juga instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan
prinsip good governance di tingkat desa. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada
konteks lokal Desa Kendalpecabean, sehingga hasilnya tidak merepresentasikan kondisi
keseluruhan desa di Kabupaten Sidoarjo atau daerah lain. Penelitian ini juga lebih
menyoroti sudut pandang aparatur desa dan hasil observasi, sementara partisipasi
masyarakat sebagai pengguna langsung SID belum dikaji secara mendalam. Penelitian
selanjutnya disarankan untuk membandingkan implementasi SID di beberapa desa guna
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor keberhasilan maupun
hambatan yang muncul. Selain itu, Penelitian kuantitatif mengenai kepuasan masyarakat
ﬁbagai pengguna langsung SID juga diperlukan untuk menilai sejauh mana sistem ini
mampu meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan publik di tingkat desa.
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